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MOTTO 

لِِخِرَتكَِ كَأنََّكَ تَمُوْتُ غَدًااعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأنَّك تَعِيشُ أبَدًا وَاعْمَلْ   

Artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup 

selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan 

mati besok pagi.”  
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ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research) yang dilakukan di Dinas perindustrian dan 

perdagangan Kabupaten Pekalongan. Adapun penelitian ini 

menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan dinas 

perindustrian perdagangan serta para pedagang pakain bekas impor 

observasi yang dilakukan di kajen kecamatan Nyamok selain itu 

ada juga data sekunder meliputi buku-buku digunakan untuk 

meneliti objek penelitian. Metode analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian ini dan dianalisis kualitatif teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasiakan data-data yang telah 

terkumpul.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan Implementasi hukum 

terhadap larangan perdagangan pakaian bekas impor di Kabupaten 

Pekalongan masih belum optimal. Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan, selaku pembuat kebijakan melalui Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian, seharusnya melaksanakan pengawasan dan 

sosialisasi secara rutin terkait larangan tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif belum dilakukan, 

terutama di daerah seperti Kedungwuni, Kertijayan, Kajen, dan 

Doro. Pedagang pakaian bekas mengaku tidak pernah menerima 

sosialisasi atau inspeksi dari pihak berwenang terkait larangan ini. 

Akibatnya, perdagangan pakaian bekas impor masih terus 
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berlangsung, meskipun pedagang menyadari bahaya kesehatan 

yang ditimbulkan. 

Kata kunci: pakaian bekas impor, Kabupaten Pekalongan, 

implementasi hukum 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sering menjadi sumber pasokan barang, 

termasuk barang elektronik dan kebutuhan lainnya, yang 

dapat masuk ke negara dengan atau tanpa izin karena 

kurangnya pengawasan yang ketat di pelabuhan resmi. 

Sebagai akibatnya, pemeriksaan yang tidak memadai oleh 

pihak Kepabean Indonesia menyebabkan sulitnya 

pengawasan terhadap barang-barang tersebut. Tujuan dari 

pasokan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang tinggi salah satu barang impor yag masih 

saja terjadi ialah pakaian bekas yang mana pakaian bekas 

ini lebih murah dan kualitas barang yang masih bagus dan 

masih sangat layak komsumsi tetapi tanpa adanya Label 

SNI.1 Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang perdagangan, Pasal 57 ayat (1) a-b menyebutkan 

bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah 

diberlakukan secara wajib, serta persyaratan teknis yang 

juga wajib. Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan 

 
1 http : // www.tripriau.com/2095 / melihat –pasar – jongkok – 

tempat - berburu-pakaianbekas-favorit-di-pekanbaru--html 
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barang dalam negeri yang tidak memenuhi SNI secara 

wajib, sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2). Ayat (4) 

menegaskan bahwa standarisasi barang harus 

mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, 

kesehatan, dan lingkungan hidup. Selain itu, penerapan 

standar sesuai SNI harus mendukung daya saing produsen 

nasional dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hal 

ini juga harus mempertimbangkan kemampuan dan 

kesiapan dunia usaha nasional, serta kesiapan infrastruktur 

lembaga yang sesuai.2  

Pakaian bekas yang masuk ke Negara Republik 

Indonesia secara ilegal dengan cara diselundupkan, terus 

membanjiri pasar dalam negeri. Meskipun seharusnya 

dilarang untuk dijual karena mengandung bakteri dan 

jamur, pasokan berlebihan pakaian bekas impor terus 

mengalir ke pasar domestik. Kualitas pakaian bekas 

tersebut juga tidak jelas, menimbulkan kekhawatiran 

terhadap aspek kesehatan. 

Perdagangan pakaian bekas impor ini juga 

merugikan negara karena dapat mengurangi daya saing 

industri pakaian dalam negeri. Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 ayat 1 

 
2 Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan 
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menyatakan bahwa hanya pakaian bekas yang masih 

tergolong baru yang diizinkan masuk ke wilayah 

Indonesia.3 Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara 

Republik Indonesia wajib dimusnakan hal ini tercantum 

dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-

DAG/PER/7/2015.4 

Perdagangan pakaian bekas impor khususnya di 

Kabupaten pekalongan sendiri masih saja marak terjadi 

karena masyarakat lebih gemar membeli barang bekas 

impor dengan kualitas bagus, harga lebih terjangkau dan 

permintaan akan pakaian bekas impor tersebut semakin 

meningkat, dan rendahnya pengawasan dari pemerintah 

terhadap barang-barang yang masuk serta tidak adanya 

tindakan tegas untuk menjalankan fungsi dari hukum 

tersebut. Menurut Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2014 tentang Perdagangan, pedagang pakaian bekas 

impor yang memperdagangkan barang di dalam negeri 

tanpa memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau 

persyaratan teknis yang wajib, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 57 Ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku 

usaha tersebut dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 

 
3 Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 

Perdagangan 
4 Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-

DAG/PER/7/2015 
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tahun dan/atau denda hingga Rp 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 mengatur larangan impor 

pakaian bekas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal (2) 

dan (3). Menurut ketentuan tersebut, impor pakaian bekas 

ke wilayah Negara Republik Indonesia dilarang, dan 

pakaian bekas yang telah tiba di wilayah tersebut harus 

dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, pakaian bekas tidak dapat 

masuk atau diperdagangkan di wilayah negara Republik 

Indonesia. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan 

Konsumen Kementerian Perdagangan, pengujian terhadap 

25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senen 

Jakarta menunjukkan adanya sejumlah koloni bakteri dan 

jamur yang cukup tinggi. Pengujian melibatkan jenis 

mikroorganisme seperti bakteri Staphylococcus aureus (S. 

aureus), bakteri Escherichia coli (E. coli), dan jamur 

(kapang atau khamir). Parameter pengujian seperti Angka 

Lempeng Total (ALT) dan kapang menunjukkan nilai yang 

signifikan pada semua contoh pakaian bekas. pada pakaian 
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bekas memiliki nilai total mikroba (ALT) sebesar 216.000 

koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.5 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jenis bakteri 

dan jamur dalam pakaian bekas impor memiliki jumlah 

yang cukup tinggi, berpotensi menyebabkan berbagai 

gangguan kesehatan manusia. Khususnya, konsumen 

pakaian bekas impor dapat terkena dampak negatif. 

Berdasarkan observasi awal di pasar pakaian bekas di Kota 

Pekalongan, terletak di Kuripan, ditemukan bahwa jenis 

pakaian bekas impor yang dijual oleh pedagang mirip 

dengan yang ada di Pasar Senen Jakarta. Menariknya, 

pakaian bekas impor ini tidak dicuci terlebih dahulu oleh 

pedagang sebelum diperdagangkan kepada konsumen. 

Maraknya kasus penyelundupan pakaian bekas, 

Penulis menduga bahwa Pemerintah di Kabupaten 

Pekalongan belum Belum memmplementasikan 

Permendag No 51 Tahun 2015 secara  Efektif Hal ini 

disebabkan oleh meluasnya peredaran pakaian impor bekas 

yang dijual secara bebas, tanpa ada tindakan lebih lanjut 

pada tingkat penyidikan, penuntutan, terkait larangan 

 
5 Siaran Pers Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 

Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan 

Publikasi Kepada Konsumen, 4 Februari 2015, www.kemendag.go.id 
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perdagangan pakaian bekas impor6 "Budi Santoso, Ketua 

(asosiasi pengusaha tekstil) APTI Kabupaten Pekalongan, 

mengungkapkan bahwa Dinas perindustrian dan aparat 

penegak hukum di Kabupaten Pekalongan tidak pernah 

melakukan penegakan hukum terkait larangan perdagangan 

pakaian bekas impor. Hal ini menunjukkan bahwa 

implementasi hukum terhadap perdagangan pakaian bekas 

impor di Kabupaten Pekalongan tidak efektif.  

 Penulis secara langsung melakukan wawancara 

terhadap salah satu pelaku usaha trifthing yang berada di 

kajen AJI dan SUYATI  (27 Tahun) mengatakan bahwa 

dirinya tidak mengetahui adanya peraturan tentang adanya 

larangan memperjualbelikan pakaian bekas impor dan ia 

juga mengatakan bahwa satpol pp dan kedinasan lainya 

belum pernah melakukan razia ataupun sosialisasi terhadap 

hal tersebut yang menunjukan bahwa tidak adanya 

penegakan Hukum yang dilakukan oleh apparat penegak 

hukum sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian mendalam terkait permasalahan ini. Fokus 

penelitian akan difokuskan pada implementasi hokum 

permendag No 51 Tahun 2015 terhadap larangan impor 

 
6 APTI Pekalongan: Dinasperin dan Aparat Penegak Hukum Tak 

Pernah Tegakkan Hukum Terkait Impor Pakaian Bekas (Rakyat Merdeka, 

30 Januari 2024) 
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pakaian bekas. Kabupaten Pekalongan, yang terletak di 

wilayah Jawa Tengah, dipilih sebagai lokasi penelitian 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi permendag No 51 Tahun 

2015 dalam praktik perdagangan pakain bekas impor di 

Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana akibat hukum dari adanya perdagangan 

pakaian bekas impor di Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi 

Permendag No 51 Tahun 2015  

2. Untuk menjelaskan akibat hukum adanya praktik jual-

beli pakain bekas impor di Kabupaten Pekalongan 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana 

dan penelitan lebih lanjut terhadap implementasi 

hukum pada tindak pidana perdagangan ilegal pakaian 
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bekas impor. Khususnya dalam hal penyelesaian kasus 

perdagangan pakaian bekas impor secara ilegal di 

Kabupaten Pekalongan 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif 

dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi 

beberapa pihak terkait, antara lain: 

a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai alat evaluasi dan pertimbangan 

dalam melaksanakan kebijakan terkait penanganan 

impor pakaian bekas. 

b. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan wawasan sehingga 

masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam membeli 

pakaian bekas. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 yang 

melarang impor pakaian bekas. 

E. Kerangka Teori 

1. Larangan Perdagangan Pakain Bekas Impor 

      Peraturan Menteri Perdagangan RI No. Tahun 

2014 tentang Perdagangan yang menjelaskan bahwa 

importir wajib mengirim atau mengimpor barang 

dengan keadaan baru kecuali telah ditentukan oleh 
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menteri perdagangan, pada Pasal 51 ayat ditekankan 

kembali bahwa importir dilarang mengimpor barang 

yang ditetapkan sebagai barang telah dilarang untuk 

diimpor dalam hal pakaian bekas. Republik Indonesia 

No. Kemudian, dipertegas kembali pada Peraturan 

Menteri Perdagangan Indonesia perlu melarang 

adanya peredaran pakaian impor bekas. 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tepatnya pada Pasal 8 ayat 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada 

Pasal 35 ayat huruf d, Pasal 36 dan Pasal 47 ayat yang 

menyebutkan pemerintah menetapkan larangan 

perdagangan pakaian bekas impor untuk kepentingan 

nasional dengan alasan melindungi kesehatan dan 

keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan 

lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, 

setiap importir wajib mengimpor barang dalam 

keadaan baru. Kementrian Perdagangan juga 

mengimbau masyarakat sebagai konsumen untuk 

teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk 

sandang, terutama terkait aspek kesehatan, 

keselamatan, keamanan dan lingkungan. 

Mikroorganisme pathogen yang terdapat dalam 

pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit 

karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh 
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dan dipakai oleh konsumen dalam rentang waktu 

yang telah cukup lama. Selain dari segi kesehatan, 

pelarangan impor produk pakaian bekas impor 

bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam 

negeri. Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri 

Nasional mengatakan bahwa adanya impor bahan 

bekas hasil tekstil akan merugikan industri dalam 

negeri, bahkan dapat mengancam keberlangsungan 

atau membunuh industri tekstil dalam negeri. 

Maraknya peredaran pakaian bekas impor 

dikarenakan pasar Indonesia yang terlalu terbuka. 

Dan ditambah penduduk Indonesia yang relatif 

banyak menjadi daya tarik yang tidak dapat dihindari. 

Peredaran ini menyebabkan penurunan pada 

permintaan produk dalam negeri, pada akhirnya 

mengancam keberlangsungan Industri Kecil 

Menengah yang bergerak di bidang tekstil, 

menyebabkan PHK massal pada pekerja yang dapat 

memperlambat laju ekonomi nasional. Peraturan 

Menteri Perdagangan Tentang Larangan Impor 

Pakaian Bekas berisi 6 Pasal. Pada pasal 1 

menjelaskan tentang pengertian impor, pengertian 

pakaian bekas dan pengertian menteri. Pasal 2 

memuat tentang aturan bahwa pakaian bekas dilarang 
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untuk diimpor ke wilayah NKRI. Selanjutanya pada 

pasal 3 berisi tentang pemusnahan pakaian bekas 

yang diimpor ke NKRI sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pasal 4 menjelaskan tentang 

seorang importir yang melakukan pelanggaran ini 

akan dikenai sanksi administrasi dan dan sanksi lain 

sesuai perturan perundangundangan. Pasal 5 berisi 

tentang ketentuan pada Permendag tentang larangan 

impor pakaian bekas ini tidak berlaku pada barang 

pindahan. Dan yang terakhir pada pasal 6 

menjelaskan aturan tentang aturan tersebut telah 

berlaku mulai dua bulan sejak tanggal diundangkan. 

Pada saat itu Peraturan tersebut ditanda tangani oleh 

Menteri Perdagangan RI Rachmad Gobel. 
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2. Implementsi Kebijakan 

Teori ini menjelaskan mengenai suatu proses 

kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak sehingga 

akhirnya  mendapatkan suatu hasil yang sesuai yang 

sesuai dengan tujuan -tujuan atau sasaran-sasaran 

kebijakan itu sendiri. 

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli 

mengenai implemntasi kebikalan yaitu : 

a. Teori George C. Edward 

Menurut pandangan Edward III implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu: 

1)  Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi 

kebijakan masyarakat agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan, diamana 

yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

harus disalurkan kepada kelompok sasaran  

(target group) sehingga akan mengurangi 

karakteristik dari implementasi 

2) Sumberdaya, meskipun isi dari kebijakan telah 

tersampaikan dengan jelas, tetapi apabila 

penerapannya kebijakan tersebut kekurangan 

sumberdaya untuk meklaksanakannya. Maka 

penerapan kebijakan tersebut tidak akan 

berjalan dengan efektif, dan adapun 
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sumberdaya tersebut dapat berupa berupa 

sumberdaya manusia dan sumberdaya finasial. 

3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang 

dimiliki oleh pihak yang menerapkan kebikan 

seperti komitmen,kejujuran, demokratis dan 

apabila pihak yang menerapkan kebijakan 

mempunyai karakter yang telah disebutkan 

maka proses implementasi kebijakan akan 

berjalan dengan baik dan efektif 

4) Struktur birokrasi, struktur organisasi yang 

bertugas  mengimplimentasikan kebijakan 

memiliki pengaruh pengaruh yang sigfinikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari 

struktur organisasi adalah Standard operating 

procedure (SOP) 

3. Efektivitas Hukum 

Efektifitas Hukum dapat diukur dengan melihat 

sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak 

ditaati,jika sebagaian besaran sasaran atau aturan 

hukum yang menjadi sasaranya  ketaatan ditaati maka 

dapat dikatan bahwa hukum tersebut efektif, jika 

ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu 

aturan hukum maka  hanya bersifat compliance atau 

hanya takut sanksi, maka derajat ketaatanya sangat 
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rendah karena membutuhkan pengawasan terus 

menerus . berbeda apabila ketaatan pada peraturan  

hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrisik 

yang dianutnya  maka derajat adalah yang tertinggi.7 

Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat 

sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati, 

jika sebagian besar sasaran atau aturan hukum yang 

menjadi sasaran ketaatannya ditaati maka dapat 

dikatakan hukum tersebut efektif, jika ketaatan 

sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan 

hukum hanya bersifat compliance atau hanya takut 

sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena 

membutuhkan pengawasan secara terus menerus. 

Berbeda apabila ketaatan pada aturan hukum tersebut 

benar-benar cocok dengan nilai intrisik yang dianutnya 

maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi. 

Berdasarkan teori efektivitas yang 

dikemukakan Soerjono Soekanto maka setidaknya ada 

5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu 

peraturan atau perundang-undangan: 

a. Faktor Undang-undang 

 
7 Ahmad ali,Menguak Teori Hukum dan Teori  
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Maksud dari faktor undang-undang menurut 

Soerjono Soekanto ialah berkaitan dengan aturan 

tertulis (undang-undang) yang berlaku umum yang 

dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. 

b. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum yang secara langsung yang 

tidak hanya mencangkup law enforcement tapi juga 

peace maintenance enforcement tapi juga peace 

maintenance (pemeliharaan perdamaian). Mereka 

adalah para pegawai pengadilan. para hakim, 

panitera dan juru sita. 

c. Faktor Sarana Prasarana 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung, apabila sarana prasarana 

tidak memadai mustahil penegak hukum bias 

mewujudkan tujuan dari suatu perundang-undangan. 

d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat Indonesia bisa dikatakan kurang 

peduli dengan aturan hukum, mereka hanya peduli 

pada keadilan yang diberikan para penegak hukum 

dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka 

hadapi. Maka dari itu kepatuhan masyarakat 

terhadap aturan hukum juga dipengaruhi oleh faktor 
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sebelumnya. Apabila dikaitkan dengan peran 

mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak 

yang bersengketa maka kedua belah pihak tentu 

mengharapkan mediator sebagai penegak hukum 

untuk memberikan keadilan kepada mereka serta 

memproses perkara tersebut dengan baik. 

e. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan hukum pada dasarnya 

mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 

berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi- 

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 

dua keadaan yang harus diserasikan. Jika dikaitkan 

dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama sebagai tempat yang memberikan keadilan 

bagi para pencari keadilan, maka nilai-nilai yang 

tumbuh ialah nilai Islami sebagaimana Pengadilan 

Agama hanya dikhususkan bagi umat beragama 

Islam. 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Awalia 

pada tahun 2019 dengan judul "Minat Konsumen dalam 

Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Pare-Pare 
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(Konsentrasi Hukum Islam)" memiliki relevansi dengan 

penelitian peneliti karena keduanya memfokuskan pada 

pakaian bekas impor. Namun, perbedaannya terletak pada 

fokus penelitian, di mana penelitian peneliti lebih 

berorientasi pada minat konsumen terhadap pakaian bekas 

impor, dengan mempertimbangkan faktor pengalaman 

konsumen yang lama mengenal barang tersebut. Sementara 

itu, peneliti sendiri lebih terfokus pada penelitian terkait 

peraturan Menteri Perdagangan, mengkaji sejauh mana 

penegakan hukum dilakukan terhadap praktik jual beli 

pakaian bekas impor. (Suhaimi sudin, 2019) dengan judul 

jual beli pakain bekas dalam prespektif ekonomi islam di 

pusat niaga palopo. Relevansi peneliti dengan penelitian 

sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah jual beli 

pakain bekas import. Sedangkan perbedaan pada penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah penilian ini 

meneliti tentang jual beli pakain bekas menurut prespektid 

ekonomi islam, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti,jual beli pakain bekas di pusat niaga 

palopo (pnp) diperbolehkan karena tidak adanya usnur 

merugikan salah satu pihak dan juga sesuai dengan 

prespektif hukum islam. Sedangkan peneliti berfokus pada 

peraturan mentri perdagangan terhadap penjualan pakain 
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bekas import apakah aturan yang diberlakukan sudah 

ditegakan dengan semestinya. 

Skripsi yang dilakukan oleh Haris Mubarok pada 

tahun 2020 dengan judul "Aspek Perbuatan Pidana 

Penyelundupan Pakaian Bekas yang Dilakukan Secara 

Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)" 

memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya karena 

keduanya membahas pakaian bekas impor. Namun, 

perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan 

pidana penyelundupan pakaian bekas secara ilegal, 

khususnya di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai. 

Sementara itu, peneliti sendiri lebih berfokus pada 

pengaturan hukum terkait penyelundupan barang ilegal, 

khususnya pakaian bekas impor, dan mengeksplorasi aspek 

penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian terkait maraknya jual beli pakaian bekas 

impor di Kota Pekalongan.  

(Azizan Fatah1, Deya Alvina Puspita Sari, dkk, 

2023 ),E-jurnal Pengaruh Larangan impor pakai bekas 

terhadap pengusaha thrifting Relevansi peneliti dengan 

penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti masalah 

jual beli pakain bekas impor Sedangkan perbedaan pada 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya aladah 
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pengaruh adanya undang-undang yang melarang jual beli 

pakain bekas import pada usaha thrifting sedangkan 

banyak dari masyarakat Indonesia yang berangapan dapat 

membeli barang branded dengan harga murah untuk 

memenuhi kesenangan mereka.dengan tingginya minat 

masyarakat terhadap pakain bekas impor ini, semakin 

banyak pengusaha yang membuka usaha dengan berjualan 

pakain bekas impor Sedangkan perbedaan peneliti 

membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan 

dinas perdagangan dan perindustrian terkait maraknya jual 

beli pakain bekas import di Kabupaten Pekalongan. 

(Aulia Nuril Firdaus, 2023) Praktik Jual Beli 

Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan 

Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) 2021 Relevansi 

peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama 

meneliti masalah jual beli pakain bekas impor Sedangkan 

perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya aladah membahas tentang bagaiaman praktik 

jual beli pakai bekas impor di pasar babebo mengingat 

adanya peraturan mentri perdagangan yang melakukan 

pelarangan jual beli pakain bekas import Sedangkan 

perbedaan peneliti membahas tentang penegakan hukum 
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yang dilakukan dinas perdagangan dan perindustrian 

terkait maraknya jual beli pakain bekas import di kota 

pekalongan. 

(Weny puspita sari) E-jurnal  penegakan hukum 

terhadap perdagangan pakain bekas impor di tugu 

pahlawan kota suranaya relevansi dengan penelitian yaitu 

sama-sama membahas penegkan hukum yang dilakukan 

pemerintah setempat sedangkan perebedaan  pada 

penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana  kendala 

penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah 

setempat sedangkan peneliti membahasa tentang evaluasi 

kinerja pemerinta setempat dalam menegakan hukum di 

kabupaten pekalongan. 

G. Metode Penelitian 

Penelitiain memiliki perain krusiail dailaim membaintu 

mainusiai memperoleh pengetaihuain bairu untuk mengaitaisi 

maisailaih, sekailigus memperluais vairiaisi pengetaihuain yaing 

sudaih aidai..8 Dailaim penelitiain, metode penelitiain 

diperlukain untuk memaihaimi prosedur dailaim memperoleh 

daitai dain informaisi dairi objek yaing sedaing diteliti. Untuk 

mencaipaii tujuain penelitiain, dilaikukain usaihai untuk 

 
8Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. 

Jakarta : Rajawali Pers. halaman 43 
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mengumpulkain daitai dengain metode yaing baiik dain sesuaii, 

melibaitkain laingkaih-laingkaih tertentu: 

1. Jenis penelitiain 

Dailaim penelitiain ini aidailaih yuridis empiris, yaing 

bertujuain mengainailisis permaisailaihain terkaiit kinerjai 

aipairait Penegaik hukum Pemerintaih kaibupaiten 

pekailongain dailaim melaiksainaikain penegaikain hukum 

tekaiit (perdaigaingain paikaii bekais impor) dilaikukain 

dengain cairai memaidukain baihain-baihain hukum (yaing 

merupaikain daitai sekunder) dengain daitai primer yaing 

diperoleh di laipaingain Penelitiain ini di laikukain secairai 

laingsung dengain melihait kenyaitaiain yaing aidai dailaim 

praiktik di laipaingain aitaiu field reseairch. Yaing di tujukain 

untuk memperjelais aintairai teori dengain praiktik, 

menemukain faiktai yaing terjaidi di maisyairaikait dengain 

menggunaikain daitai primer yaing aidai. Di daisairkain aitais 

kaijiain terhaidaip bekerjainyai hukum di dailaim 

maisyairaikait. Dengain cairai mengumpulka in da itai lailu 

menga inailisis daitai tersebut sa impaii paidai titik 

penyimpula in. Denga in memusa itkain penelitia in paidai 

perma isailaihain yaing aiktuail, mengga imbairkain faiktai 

mengenaii permaisailaihain yaing di selidiki sebaigaiimainai 
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aidainyai dain menda ipaitkain maiknai dairi suaitu implikaisi 

maisailaih.9 

2. Pendekaitain penelitiain  

Penelitiain ini menggaibungkain aintairai 

pendekaitain yuridis (hukum dilihait sebaigaii normai aitaiu 

dais sollen), kairenai dailaim membaihais permaisailaihain 

penelitiain ini menggunaikain baihain-baihain hukum dain 

pendekaitain empiris (hukum sebaigaii kenyaitaiain sosiail, 

kulturail aitaiu dais sein), kairenai dailaim penelitiain ini 

digunaikain daitai primer yaing diperoleh dairi laipaingain. 

Yaing di gaibungkain menjaidi penelitiain yuridis empiris, 

yaiitu penelitiain yaing mengimplementaisi ketentuain 

hukum Normaitif secairai in aiction paidai setiaip peristiwai 

hukum yaing terjaidi di maisyairaikait aitaiu dengain kaitai 

laiin menggaibungkain daitai sekunder dain daitai primer 

berdaisairkain kejaidiain nyaitai yaing pernaih di ailaimi. 

Kejaidiain tersebut bisai di daipaitkain melailui penelitiain, 

observaisi aitaiupun eksperimen.  

Paidai penelitiain ini penulis mengaimaiti aidainyai 

permaisailaihain yaing peredairain Paikaiiain Bekais Impor 

yaing di perdaigaingkain di Kaibupaiten Pekailongain. 

Dengain observaisi ke beberaipai tempait penjuail Penjuail 

 
9Ahmad Zuhdi Muhdlor, perkembangan metodologi hukum, jurnal 

hukum dan peradilan, vol 1, no 1, 2 juli 2012, hlm 199. 
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Paikaiin bekais yaing tidaik memenuhi aiturain dain 

mengaikaiitkainnyai dengain daitai dairi waiwaincairai berupai 

upaiyai pemerintaih dailaim menaingaini permaisailaihain 

mengenaii Perdaigaingain Paikaiin Bekais Impor. AIgair 

mengeta ihui aipaikaih peraitura in-peraiturain tersebut 

maimpu untuk menga itaisi pemaisailaihain yaing aidai.10 

3. Jenis Dain Sumber Baihain Hukum 

Baihain penelitiain yaing aikain digunaikain dailaim 

skripsi ini meliputi baihain hukum primer, hukum 

sekunder, dain baihain hukum tersier. Baihain hukum 

primer terdiri dairi : 

a. Baihain hukum primer, Unda ing-undaing Daisair 

1945, Kitaib UndaingUndaing Hukum Pida inai, 

Kita ib Undaing-Undaing Hukum AIcairai Pidainai, 

Peraiturain Kekua isaiain Keha ikimain. 

b. Baihain hukum sekunder menca ikup buku-buku, 

kairyai ilmia ih, da in haisil penelitia in yaing relevain 

dengain penelitiain ini. 

c. Baihain hukum tersier meliba itkain sumber-sumber 

yaing memberika in painduain dain penjela isain terkaiit 

 
10 Suparnyo, S.H., M.S. dan Suciningtyas, S.H.,M.Hum, 

“pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) di kabupaten Kudus”, Universitas Muara Kudus, Fakultas 

Hukum, 2007, hlm 31 
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baihain hukum primer da in sekunder, seperti 

internet, ka imus umum, ka imus hukum, da in 

berbaigaii sumber la iinnyai. 

4. Metode Pengumpulain Daitai 

AIlait pengumpulain daitai yaing digunaikain dailaim 

penelitiain ini aidailaih dengain melaikukain: 

a. Metode dokumentaisi aidailaih cairai untuk 

mengumpulkain informaisi mengenaii suaitu hail 

melailui caitaitain buku, trainskrip notulen raipait, dain 

dokumentaisi berupai foto-foto kegiaitain, khususnyai 

terkaiit kinerjai Dinais Perindustriain. 

b. Observaisi aidailaih pendekaitain laingsung ke 

laipaingain untuk mengaimaiti dain mendaipaitkain daitai 

yaing diperlukain, termaisuk daitai primer dain 

sekunder. Dailaim konteks ini, peneliti mengaimaiti 

kinerjai dain haisil kinerjai Dinais Perindustriain. 

c. Waiwaincairai merupaikain metode pengumpulain daitai 

dengain melaikukain tainyai jaiwaib laingsung kepaidai 

responden, khususnyai kepaidai pegaiwaii Dinais 

Perindustriain dain aipairait hukum terkaiit, untuk 

menggaili informaisi tentaing kinerjai Dinais 

Perindustriain dain upaiyai penegaikain hukum.11 

 
11 Sukandar, Rumidi, “Metodologi Penelitian Petunjuk praktik 

Untuk Peneliti Pemula” 
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5. Metode AInailisis daitai  

AInailisis daitai aidailaih kegiaitain memfokuskain, 

mengaibstraisikain, mengorgainisaisikain daitai secairai 

sistemaitis dain raisionail untuk memberikain baihain 

jaiwaibain terhaidaip permaisailaihain.12 Penelitia in ini 

merupa ikain penelitia in empirisnorma itif, ma ikai ainailisis 

yaing diguna ikain dailaim penelitia in ini a idailaih a inailisis 

kuailita itif. AInailisis kuailitaitif a idailaih suaitu ta itai cairai 

penelitiain yaing menghaisilka in da itai deskriptif-ainailisis, 

yaiitu aipai yaing dinya itaikain oleh responden seca irai 

tertulis a itaiu lisain, dain jugai perila ikunyai yaing nyaitai, 

yaing diteliti da in dipela ijairi seba igaii sesua itu yaing utuh, 

khususnya i AIspek Perbua itain Pida inai Yaiitu jua il beli 

paikaiin bekais impor di peka ilonga in. 

H. Sistemaitikai Penulisain 

Sistemaitikai Penulisain Untuk memudaihkain 

penulisain dailaim peneliti ini, maikai peneliti menyaijikain 

kedailaim 5 baib yaiitu:  

BAIB I paidai baib ini menyaijikain tinjaiuain umum 

mengenaii baiju bekais impor. Pembaihaisainai diaiwaili dengain 

pemaipairain keraingkai konsep yaing terkaiit dengain laindaisain 

 
12 H. Ishaq. 2018. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali 

Pers. halaman 136 
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penulisain ini. lailu pendaihuluain yaing memuait 

keseluruaihain laitair belaikaing indentifikaisi, pembaihaisain, 

dain rumusain maisailaih, tujuain penelitiain dain mainffait 

penelitiain, metode penelitiain dain sistemaitikai penulisain 

 BAIB II paidai baib ini menyaijiaikain Tinjaiuain Teori 

Yaing digunaikain penulis yaing dikaiitkain dengain 

pembaihaisain maiteri yaing bersaingkutain dairi topik yaing di 

kaiji oleh penulis seperti penjelaisain tentaing teori 

implementaisi  hukum, teori evektifitais hukum dain 

bekerjainyai hukum di maisyairaikait 

BAIB III paidai baib ini menyaijikain lokaisi penelitiain 

yaing dikaiji dain menjelaiskain Praiktik Perdaigaingain Paikaiiain 

Bekais Impor di Kaibupaiten Pekailongain dain AIlaisain 

memperjuailbelikain 

BAIB IV paidai baib ini menjela iskain tenta ing 

Baigaiima inai Implementa isi permendaig no 51 ta ihun 2014 

Terkaiit pela iraingain terha idaip paikaiiain bekais impor da in 

AInailisis AIkibait Hukum denga in aidainyai praiktik jua il beli 

paikaiin beka is impor di Ka ibupaiten Peka ilongain  

BAIB V paidai baib ini menyaijikain penutup berisika in 

tentaing kesimpula in ya ing diaimbil dairi perma isailaihain yaing 

diuraiika in yaing menjaiwaib sebuaih ma islaih berdaisairkain daitai 

yaing diperoleh, serta i rekomenda isi 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adanya Praktik perdagangan pakain bekas impor di 

kabupaten pekalongan  yang saat ini  masih  dilakukan 

dapat disimpulkan hal ttersebut menjadikan peraturan 

mentri perdagangan no 51 tahun 2015 belum 

terimplementasikan.  

Akibat hokum dari perdagangan pakain bekas 

impor, hal tersebut bertentangan dengan peraturan Menteri 

perdagangan no 51 tahun 2015  jika  berdasarkan peraturan 

tersebut, maka pedagang yang masih memperjualbelikan 

pakaian impor bekas seharusnya dikenakan sanksi berupa 

pencabutan izin usaha impor denda maksimal 5 milyar 

rupiah dan hukuman penjara maksimal 5 tahun kurungan. 

Adapun fator permendag no 51 tahun 2015 belum ter 

implementasikan karena berdasarkan Analisa dan observasi 

yang penulis lakukan hal tersebut 

B. Saran 

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Menteri 

Perdagangan diharapkan dapat meminimalisir 

masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya 

membuat peraturan larangan impor, namun juga 76 
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mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan 

pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. 

Untuk mencegah pakaian bekas beredar hendaknya 

pemerintah juga melakukan penghentian kegiatan 

usaha Perdagangan tersebut.  

2. Kekaburan norma dapat menghambat penegakan 

hukumnya, untuk itu disarankan agar pembentuk 

peraturan perundang-undangan harus jelas menentukan 

dan mengatur pengertian otentiknya sehingga 

tidakmenimbulkan multi tafsir serta pemerintah harus 

memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat 

tentang konsekuensi dari penjualan pakaian bekas 

berbahaya bagi perkonomian negara dan Kesehatan 
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